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SETIAP minggu terakhir di bulan Maret, wajib pajak datang
berbondong-bondong ke Kantor Pajak untuk menyerahkan SPT
Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan atau Pribadi.
Seperti diketahui, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2013 adalah 31 Maret 2014 dan
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah 30 April 2014.

PPh merupakan salah satu sumber penerimaan pajak, di sam-
ping pajak yang lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN),-Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Bea Meterai, Cukai dan pajak lainnya seper-
ti Pajak Perdagangan- (Bea Masuk dan Pajak/
Pungutan Ekspor). Untuk tahun anggaran 2013,
Dirjen Pajak ditargetkan memperoleh pendapatan
dari pajak sebesar Rp 995,2 friliun. Sedangkan pa-
da tahun 2014 target penerimaan pajak atau men-
capai Rp1.110,2 friliun. Kemampuan suatu negara
untuk menggali potensi pajak dapat dilihat dari in-
dikator besamya rasio pajak. Semakin tinggi rasio
pajak maka kemampuan negara tersebut mem-
peroleh pendapatan dari pajak semakin besar.
Rasio pajak menunjukkan berapa besar rupiah ke-
naikan penerimaan pajak akibat meningkatnya
Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar satu rupiah.
Rasio pajak juga dapat didefinisikan perbandingan
antara penerimaan pajak dengan PDB.

 Berapakah besarnya rasio pajak Indonesia?
Pada tahun 2012 mencapai 12,3%, selanjutnya pa-
da tahun 2013 sebesar 12,7%. Untuk tahun 2014
rasio pajak diharapkan sebesar 12,2%, penurunan
ini terkait dengan kondisi perekonomian yang di-

perkirakan terjadi perlambatan. Jika memasukkan

pajak daerah dan penerimaan dari Sumberdaya

Alam (SDA) maka rasio pajak Indonesia dapat .

mencapai sekitar 15%. Rasio pajak dapat dianggap
masih rendah karena untuk negara Lower Middle
Income Country seperti Indonesia maka seharus-
nya dapat mencapai 19% - 26% dari PDB. Jika dari
tahun ke tahun rasio pajak tidak mengalami ke-
naikan maka kemampuan fiskal Indonesia-untuk
membiayai pembangunan juga akan semakin ren-
dah. Untuk pajak perseorangan diperkirakan poten-
si' cukup tinggi. Menurut Direktorat Jendral (Ditjen)
Pajak, setidaknya terdapat 40 juta wargn telah
mampu membayar pajak tetapl belum membayar.
Potensinya diperklrakan minimal Rp 150 triliun.
Apakah terdapat kendala untuk menggali potensi
pajak persaorangan tersebut? Ditien Pajak menya-
takan selidaknya terdapat 2 (dua) kendala, yaitu:

masih tertutupnya data pribadi yang terkait dengan -

simpanan di perbankan dan terbatasnya jumlah
aparat pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa

setiap bank mempunyai kewajiban merahasiakan
segala sesuatu yang berhubungan dengan kete-
rangan mengenai nasabah penyimpan dan sim-
panannya. .

Bagaimana dengan tingkat kepatuhan wajib pa-
jak di Indonesia? Persentase tingkat kepatuhan wa-
jib pajak masih térgolong sangat rendah. Sebagai
contoh, pada tahun 2012 orang pribadi yang se-

_ harusnya membayar pajak atau yang mempunyai

penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang
mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20
juta orang dan yang membayar pajaknya melalui
SPT Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang.
Ini berarti rasio SPT hanya sekitar 14,7 persen.
Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5
juta, yang mendaftarkan dirinya sebagai waijib pajak
hanya 1,9 juta dan yang membayar melalui SPT
Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usa-
ha. Ini berarti rasio SPT hanya sekitar 10,4 persen.

Upaya Ditien Pajak untuk sosialisasi arti penting-
nya pajak dan kesadaran membayar pajak tetap
harus dijalankan secara progresif dan kontinyu.
Juga perlu upaya untuk meningkatkan keper-
cayaan (trust) masyarakat terhadap efektivitas dan
efiensi penggunaan dana penerimaan pajak untuk
pembangunan. Jika masyarakat semakin percaya
bahwa penerimaan pajak tidak dikorupsi atau bocor
maka kesadaran membayar pajak juga akan
meningkat. Sebagat pembanding, masyarakat de-
ngan rela memberlkan sumbangan untuk pemba-
ngunan rumah Ibadah alau pembangunan fasiitas
kampung karena masyarakat yakin sumbangan.
yang diberikan tidak dikorupsi atau bocor. Jika nanti
masyarakat (wajib pajak dan calon wajib pajak)
telah benar-benar yakin bahwa perierimaan pajak
bebas dari korupsi dan digunakan sepenuhnya un-'
tuk membangun fasilitas publik, penulis yakin ke-
sadaran masyarakat dalam membayar pajak juga
meningkat signifkan. 'Orang bijak membayar pajak’
tetap relevan untuk terus digaungkan.
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